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Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan
Negara     bahwa     Menteri/Pimpinan     Lembaga     sebagai     Pengguna     Anggaran/Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Dalam   Peraturan   Menteri   Keuangan   No.   48/PMK.05/2017   tentang   Pelaksanaan
Likuidasi   Entitas  Akuntansi   dan   Entitas   Pelaporan   pada   Kementerian   Negara/Lembaga
bahwa dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban telah dilaksanakan hingga saldo aset dan
kewajiban   pada   neraca   bersaldo   nihil,   penanggung  jawab   proses   Likuidasi   menyusun
laporan keuangan sebagai laporan terakhir.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi di
bawah  Kementerian Pertanian yang telah  inaktif sejak tahun 2022 dan telah  menyelesaikan
hak  dan   kewajibannya   pada  Tahun  2021,   sehingga  sebagai   tanggung  jawabnya  wajib
menyusun   laporan   Likuidasi   (Laporan   Keuangan   Terakhir)   berupa   Laporan   Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Penyusunan   Laporan   Likuidasi   Dinas   Ketahanan   Pangan   Provinsi   Jawa   Tengah
mengacu   pada  Peraturan  Menteri  Keuangan   No.  48/PMK.05/2017  tentang   Pelaksanaan
Likuidasi   Entita§  Akuntansi   dan   Entitas   Pelaporan   pada   Kementerian   Negara/Lembaga.
Laporan   Keuangan   ini  telah  disusun  dan  disajikan  dengan   basis  akrual  sehingga  akan
mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan  Likuidasi  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang  berguna  kepada

para  pengguna  laporan  dan  sebagai  tindak  lanjut  temuan  Badan  Pemeriksa  Keuangan
Republik  Indonesia  (BPK  RI)  terkait satker  inaktif Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa
Tengah .
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan  Likuidasi  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah    yang  terdiri  dari:  (a)

Laporan  Realisasi Anggaran,  (b)  Neraca,  (c) Laporan  Operasional,  (d)  Laporan  Perubahan

Ekuitas,   dan   (e)   Catatan   atas   Laporan   Keuangan   Tahun   2021   sebagaimana   terlampir

adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan  Likuidasi  ini  telah disusun  berdasarkan  sistem  pengendalian  intern  yang  memadai,

dan  isinya  telah  menyajikan  informasi  penyelesaian  hak  dan  kewajiban  sesuai  Peraturan

Menteri  Keuangan  No.  48/PMK.05/2017  tentang  Pelaksanaan  Likuidasi  Entitas  Akuntansi

dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Ungaran,  01   Januari 2022
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Laporan  Likuidasi  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah    Tahun  2021   ini  telah

disusun  dan disajikan  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71  Tahun  2010 tentang

Standar   Akuntansi    Pemerintahan   (SAP)   dan   berdasarkan   kaidah-kaidah    pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Likuidasi ini meliputi:
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Laporan   Realisasi   Anggaran   menggambarkan   perbandingan   antara   anggaran   dengan

realisasinya,  yang  mencakup  unsur-unsur  Pendapatan-LRA dan  Belanja  selama  periode  1

Januari sampai dengan 31  Desember 2021.

Realisasi  Pendapatan  Negara  pada  TA  2021   adalah  berupa  Pendapatan  Negara  Bukan

Pajak   sebesar   RpO,OO   atau   mencapai   0]00%   dari   estimasi   Pendapatan-LRA   sebesar

RpO,00.

Realisasi  Belanja Negara pada Semester 11 TA 2021  adalah sebesar RpO,00 atau  mencapai

0,00%  dari  alokasi  anggaran  sebesar RpO,00.  Hal  ini  dikarenakan Satker Dinas  Ketahanan

Pangan  Provjnsi  Jawa  Tengah   tidak  mendapatkan  alokasi  anggaran  lagi  semenjak tahun

2021.
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Neraca  menggambarkan  posisi  keuangan  entitas  mengenai  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas

pada 31  Desember 2021.

Nilai  Aset  per  31   Desember  2021   dicatat  dan  disajikan  sebesar  RpO,00  yang  terdiri  dari:

Aset  Lancar sebesar RpO,00;  Aset Tetap  (neto)  sebesar RpO,00;  Piutang  Jangka  Panjang

(neto) sebesar RpO.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar RpO,00.
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Laporan Operasional  menyajikan berbagai  unsur pendapatan-LO,  beban, surplus/defisit dari

operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa,

pos   luar   biasa,   dan   surplus/defisit-LO,   yang   diperlukan   untuk   penyajian   yang   wajar.

Pendapatan-LO  untuk  periode sampai  dengan  31  Desember 2021  adalah  sebesar RpO,00,

sedangkan   jumlah    beban   adalah   sebesar   RpO,00,   sehingga   terdapat   Surplus/Defisit

Kegiatan  Operasional  senilaj  RpO,00.  Kegiatan  Non  Operasional  dan  Pos-Pos  Luar  Biasa
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masing-masing sebesar RpO,OO dan  RpO,00 sehingga entitas  mengalami  Surplus/Defisjt-L0

sebesar RpO,00.
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Laporan  Perubahan  Ekuitas  menyajikan  informasi  kenaikan  atau  penurunan  ekuitas  tahun

pelaporan  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Ekuitas  pada tanggal  01  Januari  2021

adalah     sebesar     RpO,OO     ditambah     Surplus/Defisit-LO     sebesar     RpO,00     kemudian

ditambah/dikurangi  dengan   koreksi-koreksi  senilai   RpO.00  dan  ditambah  Transaksi  Antar

Entitas  sebesar  RpO,00  sehingga  Ekuitas  entitas  pada  tanggal  31   Desember 2021  adalah

senilai  RpO,00.
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Catatan  atas  Laporan   Keuangan  (CaLK)  menyajikan  informasi  tentang   penjelasan  atau

daftar  terinci  atau  analisis  atas  nilai  suatu  pos  yang  disajikan  dalam  Laporan  Realisasi

Anggaran,  Neraca,  Laporan  Operasional,  dan  Laporan  Perubahan  Ekuitas.  Termasuk  pula

dalam   CaLK  adalah   penyajian   informasi  yang   diharuskan   dan  dianjurkan  oleh   Standar

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan  lainnya yang diperlukan  untuk

penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam  Penyajian  Laporan  Realisasi Anggaran  untuk  periode yang  berakhir sampai dengan

tanggal   31   Desember  2021   disusun   dan   disajikan   berdasarkan   basis   kas.   Sedangkan

Neraca,  Laporan  Operasional,  dan  Laporan  Perubahan  Ekuitas  untuk  Semester  11  Tahun

2021  disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.



Laporan Likuidasi Satker Inaktif 

 

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

 

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 

 

Uraian Catatan 31 Desember 2021 

  Anggaran Realisasi %. Realisasi 

PENDAPATAN 

Penerimaan Negara Bukan 

Pajak 

B.1 0.00 105.430.391,00 0.00 0.00 

Jumlah Pendapatan  0.00 105.430.391,00 0.00 0.00 

BELANJA 

Belanja Pegawai B.2 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Belanja Barang B.3 
30.628.868.000,00 30.326.614.009,00 99,01 29.726.282.946,00 

Belanja Modal B.4 
0.00 0.00 0.00 0.00 

Jumlah Belanja  30.628.868.000,00 30.326.614.009,00 99,01 29.726.282.946,00 
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Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 

II. NERACA  

 

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA  

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 

 

Uraian Catatan 31 Desember 2021 

ASET 

Aset Tetap 

Peralatan dan Mesin C.1.1 0.00 

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin C.1.2 0.00 

Jumlah Aset Tetap  0.00 

Jumlah Aset  0.00 

Ekuitas   

Ekuitas C.2.1 0.00 

Jumlah Ekuitas  0.00 

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas  0.00 
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Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 

III. LAPORAN OPERASIONAL  

 

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 

 

Uraian Catatan 31 Desember 2021 

KEGIATAN OPERASIONAL  

PENDAPATAN  

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1 3.660.503,00 

JUMLAH PENDAPATAN  3.660.503,00 

Beban Pegawai D.2 0.00 

Beban Persediaan D.3 306.881.300,00 

Beban Barang dan Jasa D.4 7.597.011.950,00 

Beban Pemeliharaan D.5 0.00 

Beban Perjalanan Dinas D.6 1.947.720.759,00 

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat D.7 20.475.000.000,00 

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8 0.00 

JUMLAH BEBAN  30.326.614.009,00 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL  -30.322.953.506,00 

KEGIATAN NON OPERASIONAL  

Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar D.10 0.00 

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.10 0.00 

Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.10 0.00 

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.10 101.769.888,00 

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.10 0.00 

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL  101.769.888,00 

SURPLUS/DEFISIT - LO  -30.221.183.618,00 
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Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  

 

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA  

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 

 

Uraian Catatan 31 Desember 2021 

EKUITAS AWAL E.1 0.00 

SURPLUS/DEFISIT-LO E.2 -30.221.183.618,00 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN 

AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR 

E.3 0.00 

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E.4 0.00 

Selisih Revaluasi Aset Tetap E.4.1 0.00 

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi E.4.2 0.00 

Koreksi Lain-lain E.4.3 0.00 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5 30.221.183.618,00 

Ditagihkan Ke Entitas Lain E.5.1 0.00 

Diterima Dari Entitas Lain E.5.1 0.00 

Kenaikan / Penurunan Ekuitas E.5.1 0.00 

EKUITAS AKHIR E.6 0.00 
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A.1     Profil dan  Ketoijakan Teknis  Dinas  KetarBarBam  Pangar@  Pr®viifBsi Jawa
Temgaha

Berdasarkan   Peraturan   Gubernur   Jawa   Tengah   Nomor   24   Tahun   2018

tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa

Tengah,  Dinas Ketahanan  Pangan  memiliki tugas pokok Membantu Gubernur

melaksanakan     urusan     pemerintahan     Bidang     Pangan     yang     menjadi

kewenangan   Daerah   dan   Tugas   Pembantuan   yang   ditugaskan   kepada

Daerah.    Untuk   menyelenggarakan   tugas   pokok   dimaksud,    DISHANPAN

mempunyai fungsi sebagai berikut:

Dalam melaksanankan tugasnya Dinas mempunyai Fungsi

1.   Perumusan  Kebijakan  Bidang  Ketersediaan  dan  Kerawanan  Pangan  ,

Distribusi dan  Cadangan  Pangan  ,  Konsumsi dan  Penganekaragaman

Pangan dan Keamanan Pangan.

2.   Pelaksanaan  Kebijakan  Bidang  Ketersediaan  dan  Kerawanan  Pangan

Distribusi dan  Cadangan  Pangan  ,  Konsumsi dan  Penganekaragaman

Pangan dan Keamanan Pangan.

3.   Pelaksanaan  dan  Evaluasi  dan  Pelaporan  Bidang  Ketersediaan  dan

Kerawanan Pangan ,  Distribusi dan Cadangan Pangan  ,  Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan.

4.   Pelaksanaan dan  Pembinaan administrasi dan  Kesekretariatan kepada

seluruh  unit kerja di Lingkungan  Dinas.

5.   Pelaksanaan  fungsi  lain  yang  diberikan  oleh  Gubernur  sesuai  tugas

dan fungsinya.
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Laporan  Keuangan  Semester 11  Tahun 2021  ini  merupakan  laporan  yang  mencakup

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh  Dinas Ketahanan  Pangan Provinsi Jawa

Tengah  .  Laporan  Keuangan  ini  dihasilkan  melalui  Sistem  Akuntansi  lnstansi  (SAl)

yajtu   serangkaian   prosedur   manual   maupun   yang   terkomputerjsasi   mulai   dari

Dinas Ketahanan Panqan Provinsi Jawa Tenaah
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pengumpulan  data,  pencatatan dan  pengikhtisaran  sampai dengan  pelaporan  posisi

keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI   terdiri   dari   Sistem   Akuntansi   lnstansi   Berbasis   Akrual   (SAIBA)   dan   Sistem

lnformasj    Manajemen   dan   Akuntansi    Barang   Milik   Negara   (SIMAK-BMN).   SAI

dirancang  untuk  menghasilkan  Laporan  Keuangan  Satuan  Kerja  yang  terdiri  dari

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas. dan

Neraca.  Sedangkan  SIMAK-BMN  adalah  sistem  yang  menghasilkan  informasi  aset

tetap,  persediaan,  dan  aset  lainnya  untuk  penyusunan  neraca  dan  laporan  barang

milik negara   serta laporan manajerial lainnya,
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Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah    menerapkan  basis  akrual  dalam

penyusunan  dan  penyajian  Neraca,  Laporan  Operasional  dan  Laporan  Perubahan

Ekuitas.  Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa  lainnya pada saat transaksi  dan  peristiwa  itu terjadi, tanpa  memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan   Laporan   Realisasj  Anggaran   basis   kas   untuk  dlsusun   dan   disajikan

dengan  basis kas.  Basis kas adalah  basis akuntansi yang yang mengakui  pengaruhi

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal   ini   sesuai   dengan   Standar  Akuntansi   Pemerintahan   (SAP)   yang   ditetapkan

dalam   Peraturan   Pemerintah   Nomor  71   Tahun  2010  tentang   Standar  Akuntansi

Pemerintahan.

Pengukuran  adalah  proses  penetapan  nilai  uang  untuk mengakui  dan  memasukkan

setiap   pos   dalam   laporan   keuangan.   Dasar   pengukuran   yang   diterapkan   Dinas

Ketahanan   Pangan   Provinsi   Jawa   Tengah   dalam    penyusunan   dan   penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan  sumber daya  ekonomi  atau  sebesar

nilai  waj.ar darj  imbalan  yang  diberikan  untuk  memperoleh  aset tersebut.  Kewajiban

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya  ekonomi  yang  digunakan  pemerintah  untuk

memenuhj kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran  pos-pos  laporan  keuangan  menggunakan  mata  uang  rupiah.  Transaksi

yang   menggunakan   mata   uang   asing   dikonversj   terlebih   dahulu   dan   djnyatakan

dalam mata uang rupiah.

i-L-,,    i`etrijakari  A*,url.ictrisii

Dlnas Ketananan Panqan Provinsi Jawa Tenaah



Lapcnrow\iLtkMndxrdiSed<eArlralct{if

Penyusunan   dan   penyajian   Laporan   Keuangan   Semester   11   Tahun   2016   telah

mengacu    pada   Standar   Akuntansi    Pemerintahan    (SAP).    Kebijakan    akuntansi

merupakan    prinsip-prinsip,    dasar-dasar,    konvensi-konvensi,    aturan-aturan,    dan

praktik-praktik  spesifik  yang  dipjlih  oleh  suatu  entitas  pelaporan  dalam  penyusunan

dan   penyaj.ian   laporan   keuangan.   Kebijakan   akuntansi   yang   diterapkan   dalam

laporan   keuangan   ini   adalah   merupakan   kebijakan   yang   ditetapkan   oleh   Dinas

Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah   yang  merupakan  entitas  pelaporan  dari

Kementerian   Pertanian.   Disamping   itu,   dalam   penyusunannya   telah   diterapkan

kajdah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebjjakan-kebijakan   akuntansi   yang   penting   yang   digunakan   dalam   penyusunan

Laporan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah  adalah sebagai

berikut:
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•    Pendapatan-LRA  adalah  semua  penerimaan  Rekenjng  Kas  Umum  Negara

yang   menambah   Saldo  Anggaran   Lebih   dalam   periode   tahun   anggaran

yang  bersangkutan  yang  menj.adi  hak  pemerintah  dan  tjdak  perlu  djbayar

kemball olen pemerintah.

•    Pendapatan-LRA  diakui   pada  saat  kas  diterima  pada  Kas  Umum  Negara

(KUN).

•    Akuntansi   pendapatan-LRA   dilaksanakan   berdasarkan   azas   bruto,   yaitu

dengan  membukukan  penerimaan  bruto,  dan tidak mencatat jumlah  nettonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
•    Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
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•    Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah

ekuitas  dalam  periode  tahun  anggaran  yang  bersangkutan  dan  tidak  perlu

dibayar kembalj.

•    Pendapatan-LO  diakui  pada  saat timbulnya  hak   atas  pendapatan  dan /atau

Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

•   Akuntansi    pendapatan-LO    dilaksanakan    berdasarkan    azas    bruto,    yaitu

dengan  membukukan  penerimaan  bruto,  dan tidak mencatat jumlah  nettonya

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
•    Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

•(`:i,:i       faeianj=:
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•    Belanja  adalah  semua  pengeluaran  darj  Rekening  Kas  Umum  Negara  yang

mengurangi   Saldo   Anggaran   Lebih   dalam   peride   tahun   anggaran   yang

bersangkutan   yang   tidak   akan   diperoleh    pembayarannya   kembali   oleh

pemerintah.
•    Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

•    Khusus   pengeluaran   melalui   bendahara   pengeluaran,   pengakuan   belanja

terjadi  pada  saat  pertanggungjawaban  atas  pengeluaran  tersebut  disahkan

oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

•    Belanj.a  disajikan  menurut  klasifikasi  ekonomi/jenis  belanja  dan  selanjutnya

klasifikasi    berdasarkan   organisasi   dan   fungsi   akan   diungkapkan   dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

`,    `:.,.?   `,.-- j  i-,,,- ?  (:I   ,  `

•    Beban  adalah  penurunan  manfaat ekonomi  atau  potensi jasa dalam  periode

pelaporan  yang  menurunkan  ekuitas,  yang  dapat  berupa  pengeluaran  atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

•    Beban  diakui  pada  saat timbulnya  kewajiban;  terjadinya  konsumsi  aset;  dan

terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

•    Beban  disajikan   menurut  klasifikasi  ekonomi/jenis  belanja  dan  selanjutnya

klasifikasi  berdasarkan  organisasi  dan  fungsi  diungkapkan  dalam   Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset diklasifikasikan  menjadi Aset Lancar, Aset Tetap,  Piutang  Jangka  Panjang

dan Aset Lainnya.

_":lh.rl.,_`,\`5,?.

•    Ka§   di§ajikan   di   neraca   dengan   menggunakan   nilai   nominal.   Kas   dalam

bentuk  valuta  asing  disajikan  di  neraca  dengan  menggunakan  kurs  tengah

Bank Indonesia pada tanggal neraca.
•    lnvestasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar

nilai  perolehan  sedangkan  investasi  dalam  bentuk  deposito  dicatat  sebesar

ni]ai  nominal.

•    Pjutang diakui apabila menenuhj krjteria sebagai  berikut:

a)  Piutang  yang  timbul  dari  Tuntutan  Perbendaharaan/  Ganti  Rugi  apabila

telah   timbul   hak   yang   didukung   dengan   Surat   Keterangan   Tanggung

Jawab    Mutlak   dan/atau   telah   dikeluarkannya   surat   keputusan   yang

mempunyai kekuatan hukum tetap,
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b)  Piutang  yang  tjmbul  dari  perikatan  diakui  apabila  terdapat  peristiwa  yang

menimbulkan   hak  tagih   dan   didukung   dengan   naskah   perjanjian   yang

menyatakan  hak dan  kewajiban  secara jelas  serta jumlahnya  bisa  diukur

dengan andal

•    Piutang  disajjkan   dalam   neraca   pada   nilai   yang  dapat  direalisasikan   (net

realizable  value).  Hal  ini  diwujildkan  dengan  membentuk  penyisihan  piutang

tak   tertagih.   Penyisihan   tersebut   didasarkan   atas   kualitas   piutang   yang

ditentukan  berdasarkan  jatuh  tempo  dan  upaya  penagihan  yang  dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kuali(a P utang.  , ufalan, Ponyi,sihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo 0,50/o

Kurang Lancar Satu   bulan   terhjtung   sejak   tanggal   surat   tagihan 10%
pertama tidak dilakukan pelunasan

Diragukan Satu   bulan   terfuitung   sejak   tanggal   surat   tagihan 50O/o
kedua tidak dilakukan pelunasan

Macet 1.  Satu  bulan  terhitung  sejak  tanggal  surat  tagihan 100O/o
ketiga tidak dilakukan pelunasan

2.  Piutang  telah  diserahkan  kepada  Panitia  Urusan
Piutang Negara/DJKN

•    Tagihan   Penjualan   Angsuran   (TPA)   dan   Tuntutan   Perbendaharaan/Ganti

Rugi  (TPITGR) yang  akan jatuh tempo  12  (dua  belas)  bulan  setelah  tanggal

neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPITGR atau Bagian Lancar TPA_
•    Nilai   Persediaan  dicatat  berdasarkan   hasil   perhitungan  fisik  pada  tanggal

neraca dikalikan dengan:

•    harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

•    harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

•    harga  wajar  atau  estimasi   nilai   penjualannya  apabila  diperoleh  dengan

care lainnya.

I:``         I,1\`..i`L'"\`..,         I    ,.;\    )fl),-n

•   Aset   tetap   mencakup   seluruh   aset   ben^/ujud   yang   dimanfaatkan   oleh

pemerintah    maupun    untuk   kepentingan    publik   yang    mempunyai    masa

manfaat lebin clari  1  tanun.

•    Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

•    Pengakuan   aset  tetap  didasarkan   pada  nilai   satuan   minimum   kapitalisasi

sebagai berikut:
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•    Tagihan  Penjualan  Angsuran  (TPA)  dan  Tuntutan  Ganti  Rugj  (TGR)  yang

akan  jatuh  tempo   12   (dua   belas)   bulan  setelah  tanggal   neraca  disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

a.  Pengeluaran  untuk  per  satuan  peralatan  dan  mesin  dan  peralatan  olah

raga yang  nilainya sama dengan atau lebih dari  Rp300.000 (tiga ratus ribu

rupiah);

b.  Pengeluaran   untuk  gedung  dan   bangunan  yang   nilainya  sama  dengan

atau lebih dari Rpl0.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c.  Pengeluaran yang tidak tercakup dalam  batasan nilai  minimum  kapitalisasi

tersebut  di  atas,  diperlakukan  sebagai  biaya  kecualj  pengeluaran  untuk

tanah,    jalan/irigasi/jaringan,    dan    aset    tetap    lainnya    berupa    koleksi

perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
•    Aset  Tetap  yang  tidak  digunakan  dalam   kegiatan  operasional   pemerintah

yang  disebabkan  antara  lain  karena  aus  ,  ketinggalan  jaman,  tidak  sesuai

dengan  kebutuhan  organisasi  yang  makin  berkembang,   rusak  berat,  tidak

sesuai  dengan  rencana  umum  tata  ruang  (RUTR),  atau  masa  kegunaannya

telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

•    Aset  tetap  yang  secara  permanen  dihentikan  penggunaannya,  dikeluarkan

dari  neraca  pada  saat ada  penetapan  dari  entitas  sesuai  dengan  ketentuan

perundang-undangan di  bidang pengelolaan  BMN/BMD  .

?.,                r,:`)  .---,\   ,,., I,;     ,.:,      ,.1,< -,-,-,,,   \     i`    r ,,., `t      --.,, `.:    y,,    -`-)        -'-_11,    ,\ -.,,-  `,,1 ,,,,-., `.I"    ,,,--,,--,,-   i                    ,     i: ,,---, tt,,-

•    Penyusutan    aset   tetap    adalah    penyesuaian    nilai    sehubungan    dengan

penurunan    kapasitas    dan    manfaat    dari    suatu    aset    tetap.    Kebjjakan

penyusutan    aset   tetap   didasarkan    pada    Peraturan    Menteri    Keuangan
No.01/PMK.06/2015  tentang  Penyusutan  Barang  Miljk  Negara  Berupa  Aset

TetaD  pada   Entitas  Pemerintah   Pusat  sebagaimana  diubah  dengan   PMK

90/PMK.06/2014   tentang   Penyusutan   Barang   Milik   Negara   Berupa   Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat,
•    Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b.  Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c.  Aset  Tetap  yang  dinyatakan  hilang  berdasarkan  dokumen  sumber  sah

atau   dalam   kondisi   rusak   berat   dan/atau   usang   yang   telah   djusulkan

kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
•    Penghitungan dan  pencatatan Penyusutan Aset Tetap djlakukan   setiap akhir

semester tanpa memperhitungkan adanya nilai resiclu.
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•    Penyusutan Aset Tetap  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  garjs  lurus

yajtu  dengan  mengalokasikan  nilai  yang  dapat  disusutkan  darj  Aset  Tetap

secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
•    Masa    Manfaat   Aset   Tetap   ditentukan   dengan   berpedoman   Keputusan

Menterj   Keuangan   Nomor:   59/KMK.06/2015  tentang  Tabel   Masa   Manfaat

Dalam  Rangka  Penyusutan  Barang  Milik  Negara  berupa  Aset  Tetap  pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

11111111111'-
Kelorhpok Aset Tefap Nasa Manfaaf

Peralatan dan Mesin 2 s.d 20 Tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d 50 Tahun

Jalan,  lrigasi dan Jaringan 5 s.d 40 Tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modem) 4 Tahun

``11                 .1_"r\?   i      '£-r~`:f\{:;       ,+`   -.:`1{.`,`;'+\(,``,`=`1        :.'j,-cT'   /``i\.',;,I    r-'.\'
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•    Piutang  Jangka  Panjang  adalah  piutang yang diharapkan / dijadwalkan  akan

diterima  dalam jangka waktu  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  setelah  tanggal

pelaporan .
•    Tagihan           Penjualan           Angsuran           (TPA},           Tagihan           Tuntutan

PerbendaharaanITuntutan   Ganti   Rugi   (TPITGR}   dinilai   berdasarkan   nilai

nominal dan disaj  ikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

rill         ,,`'`,L\i  :`]~j:` ii:`.I:,\`      L.,;I?  ;i,  i   F```:,.T\`4  =;,

•   Aset  Lainnya  adalah  aset  pemerintah  selain  aset  lancar,  aset  tetap  ,  dan

piutang  jangka   panjang,   Termasuk  dalam  Aset   Lainnya  adalah   aset  tak
bervujud,  tagihan  penjualan  angsuran  yang  jatuh  tempo  lebih  dari  12  (dua

belas} bulan  , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan  kas yang

dibatasi penggunaannya.
•    Aset Tak  Bervujud  (ATB) disajikan  sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi  .

•    Amortisasi  ATB  dengan  masa  manfaat  terbatas  dilakukan  dengan  metode

garis  lurus  dan  nilai  sisa  nihil.  Sedangkan  atas  ATB  dengan  masa  manfaat

tidak terbatas tidak djlakukan amortisasi.
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•    Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu

harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

- 1'111111111`11'_
K®Iompok Aset Tak Berrmjud I    Nasa Manfaat(TaJlun)

Software Komputer 04

Franchise 05

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain lndustri, Rahasia Dagang,DesainTataLetakSirkuitTerpadu 10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan VarietasTanamanSemusim 20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman 25
Tahunan

Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. 11,  Hak Ekonomi Pelaku Per[unjukan,  HakEkonomiProduserFonogram 50

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70

•,'-\            ,
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•    Kewajiban    adalah    utang    yang    timbul    dari    perjstiwa    masa    lalu    yang

penyelesaiannya    mengakibatkan    aliran    keluar    sumber    daya    ekonomi

pemerintah.
•    Kewajiban   pemerintah  diklasifikasikan   ke  dalam   kewajiban  jangka   pendek

dan kewajiban jangka panjang.

a.  Kewajiban Jangka Pendek

Suatu   kewajiban  diklasifikasikan  sebagai   kewajiban  jangka   pendek  jika

djharapkan  untuk dibayar atau jatuh  tempo  dalam  waktu  dua  belas  bulan

setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban  jangka  pendek  meliputi  Utang  Kepada  Pihak  Ketiga,   Belanja

yang  Masih  Harus   Dibayar,  Pendapatan  Djterima di  Muka,  Bagian  Lancar

Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b.  Kewaj.iban Jangka Panjang

Kewajiban     djklasifikasikan     sebagai     kewajiban    jangka     panjang    jika

diharapkan  untuk  dibayar  atau  jatuh  tempo  dalam  waktu  lebih  dari  dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.
•    Kewajiban   dicatat   sebesar   nilai    nominal,    yaitu   sebesar   nilai    kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
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Ekujtas merupakan merupakan sellsih antara aset dengan kewajiban dalam satu

periode.    Pengungkapan   lebih   lanjut   dari   ekultas   dlsajikan   dalam   Laporan

Perubahan Ekuitas.
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Sejak  tahun  2021,  Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah  tidak  mendapat

alokasi  anggaran APBN  (inaktif),  sehlngga tidak ada  penjelasan  atas  pos-pos  Laporan

Realjsasi Anggaran (LRA).

_`,       j`,i,`€jELfi£,I;  E   ~;   ,   :_eS`,.`=`    ,:„:`  `tpr  ,,.`^f\`y:`th\     :,    ,`.A,.vy+y  ,„  t`L:  ,j\

C.1   ASETTETAP
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Nilai  Aset  Peralatan  dan  Mesin  yang  dimiliki  Dinas  Ketahanan  Pangan   Provinsi

Jawa Tengah per 31  Desember 2021  adalah sebesar RpO,00.
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Nilai   saldo   Akumulasi   Penyusutan   Aset   Tetap   yang   dimiliki   Dinas   Ketahanan

Pangan Provinsj Jawa Tengah per 31  Desember 2021  adalah sebesar RpO,00.

Akumulasi   Penyusutan   Aset   Tetap   merupakan   kontra   akun   Aset   Tetap   yang

disajikan    berdasarkan    pengakumulasian    atas    penyesuaian    nilai    sehubungan

dengan   penurunan   kapasitas  dan   manfaat  Aset  Tetap  selain  untuk  Tanah  dan

Konstruksi  dalam  Pengerjaan  (KDP).  Rincian  Aset  Tetap  per  31   Desember  2021

adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap

NO' Aset Totap Nil`ai Perolohan Akin. `PenyLls utah Nila •BLlku

1. Peralatan dan Mesin 0,00 0,00 0,00

Jumlah o,oo o,oo •o,oo

t=^  `;2        i:=i``;LL6  L`  +,I'`:`4`.,:,
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Saldo   Ekuitas   per  31   Desember  2021   adalah   sebesar  RpO,00.   Ekuitas  adalah

merupakan     kekayaan   bersih   entitas   yang   merupakan  selisih   antara   aset  dan

kewajiban.  Rincian  lebih  lanjut tentang  ekuitas disajikan dalam  Laporan  Perubahan

Ekuitas.
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Sejak  tahun  2022,  Dinas  Ketananan  Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah    tidak  mendapat

alokasi  anggaran APBN  (inaktif),  sehingga tidak ada  penjelasan  atas  pos-pos  Laporan

Operasional (LO).

+-      a  [JJ`\'LiFn=;,,+r`L  i.:  '`\i  J   ,'``.  r+JS``+f=t  POS-POS  LAPORAN  PERUBAHAN  EKIHTAS
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Nilai ekuitas pada tanggal  1  Januari 2021  adalah sebesar RpO,00.

A.:     ``-,            J:I,I                  ,        _          `         /`:        ;,        ',        /-1`

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31  Desember 2021  adalah sebesar RpO,OO.

Nilai    Ekuitas   Awal    dan    Ekuitas   Akhir   adalah    Nihil    dikarenakan    Satker   Dinas

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah  telah inaktif sejak tahun 2022.

•     Untuk  LUEP  yang  ada  pada  Satker 039427  sudah  lunas  dengan  pembayaran  3  kali

dengan total Rp 95.215.906,-serta rincian sebagai berikut:

1.    NTPN  :  F40063CIEOIBDGHR dengan nominal Rp  18.402.274,-

2.    NTPN  : 8985661QU89GKGP4 dengan nominal  Rp 48.748.700,-

3.    NTPN  : 8929448VUJ4NQG6U dengan nominal Rp 28.064.932,-

•     Untuk  banper  P2L  yang"perbaikan"(no  3),  Sebenarnya  sudah  di  input dr akhir tahun

lalu  dan  harusnya  sudah  sesuai.  Karena  emonev sudah  100%  selesai  di  input.Tetapi

ada  info  dari  pusat  ternyata  ada  kendala  pada  aplikasinya.  Katanya  sudah  di  triger

berkali  kali  dari aplikasi emonev ke BAST banpem,  namun  masih tidak bisa dan sudah

dilaporkan  ke  pihak  pengembang  BAST  BANPEM.  Pihak  pengembang  aplikasi  BAST

Kementan  juga  sudah  di   hubungi  secara  terus  menerus  oleh   pusat  tapi   belum  di

kerjakan.  Selain  itu  juga  sudah  dilaporkan  ke  Tim  ltjen  Kementan  juga  yang  review

klau Jateng  1  kontrak tidak bisa di trigger karena nilainya besar.

•     Dinas  Ketahanan  Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah  sejak  tahun  2022  telah  dilakukan

transfer  ke  Badan  Ketahanan  Pangan  Kementerian  Pertanian  (BKP)  dengan  Berita

Acara  Pinjam  Pakai  Barang  Milik  Negara  Eks  Badan  Ketahanan  Pangan  Nomor  :  8-

2735.21/PL.210/J.1/12/2021  dan  Berita Acara  Serah  Terima  Barang  Milik  Negara  dari

Satker   lnaktif   Lingkup   Badan   Ketahanan   Pangan   kepada   Satker   Pusat   Badan

Ketahanan             Pangan             (018.11.01.452332.000.KP)             Nomor                          a-

4904 .21 /PL.210/J .1 /12/2021.
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LAMPIRAN

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah



Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran

Telepon 024-6921972, 6925554 Faximile 024-6921997
Email : dishanpan@jatengprov.go.id Website : http://dishanpan.jatengprov.go.id

Ungaran, 2 Januari 2022

•.   goo/  Oc,c,L  . ,

:  Segera.
:  1 Berkas
:  Likuidasi Entitas Akuntansi

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Semarang
di-

Tempat

Berdasarkan      Peraturan      Menteri      Keuangan      Republik     Indonesia
No.48/PMK.05/2017 tentang  Pelaksanaan  Likuidasi  Entitas Akuntansi  dan  Entitas

Pelaporan     pada    Kementerian     Negara/Lembaga     pasal    3     bahwa    Likuidasi

dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi yang  mengalami  kondisi tidak mendapat

alokasi anggaran  pada tahun anggaran berikutnya.

Sesuai   dengan   peraturan   tersebut   maka   kami   melakukan   Likuidasi
Satuan I(erja DK. 018.11.0300.039427.000.DK Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi  Jawa  Tengah,  dikarenakan  sudan  tidak  mendapat  alokasi  anggaran
APBN  018.11  mulai  tahun  2022.  Untuk  proses  selanjutnya  disampaikan  Laporan

Keuangan  Likuidasi  Entitas Akuntansi.

Demikian   untuk   menjadikan   maklum   dan   atas   kerjasamanya

diucapkan terima kasin.

Tembusan :
1. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
2. Arsip.



Nomor
Si fat
Lampiran
Perihal

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Gatot Subroto Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran

Telepon 024-6921972, 6925554 Faximile 024-6921997
Email : dishanpan@jatengprov.go.id Website : http://dishanpan.jatengprov.go.id

Ungaran, 2 Januari 2022

'.   goo / ociDz`\
:  Segera.
:  1  Berkas
:  Likuidasi  Entitas Akuntansi

Kepada Yth. :
Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Semarang
di-

Tempat

Berdasarkan      Peraturan      Menteri      Keuangan      Republik     Indonesia
No.48/PMK.05/2017 tentang  Pelaksanaan  Likuidasi  Entitas Akuntansi  dan  Entitas

Pelaporan    pada    Kementerian    Negara/Lembaga    pasal    3    bahwa    Likuidasi

dilaksanakan terhadap Entitas Akuntansi yang mengalami kondisi tidak mendapat

alokasi anggaran  pada tahun anggaran berikutnya.

Sesuai   dengan   peraturan   tersebut   maka   kami   melakukan   Likuidasi
Satuan    I(eija    DI(.    018.11.0300.039427.000.DK    Dinas    Ketahanan
Pangan  Provinsi  Jawa  Tengah,  dikarenakan  sudah  tidak  mendapat  alokasi
anggaran APBN 018.11  mulai tahun  2022.  Untuk proses selanjutnya disampaikan

Laporan  Keuangan  Likuidasi Entitas Akuntansi.

Demikian  untuk  menjadikan  maklum  dan  atas  kerjasamanya  diucapkan

terima kasih.

Tembusan :
1. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan
2. Arsip.
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PRINTOUT LAPORAN KEUANGAN DAN BARANG

BERDASARKAN E-REKON

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
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BERITA ACARA SERAH TERIMA

(TRANSFER BMN)

Dinas Ketahanan Panaan Provinsi Jawa Tenaah






















